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1. Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR )/

10.

1l.

12.

13.

14.

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang
Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Pengadilan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2014 Tentang Penyelesaian Perkara di pengadilan tingkat
pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) Lingkungan
Peradilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2008
tentang Pemungutan Biaya Perkara.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku 1II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar
Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Negeri Jo. Surat Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum Nomor
3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar
Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Negeri.

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
613/DJU/PS.01/6/2020 Hal: Pedoman Kepatuhan
Pemberitahuan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara.

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat tidak
akan berjalan dengan baik.

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Strata 2
2. Stratal

3. SMU Sederajat

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Alat tulis kantor (ATK).
Komputer

Printer

Aplikasi SIPP
Dokumen pendukung

AW

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

1. Aplikasi SIPP
2. Jurnal Keuangan Perkara




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PERSYARATAN/ KET
KASIR PANMUD PANITERA PTSP PERLENGKAPAN WAKTU| OUTPUT
: likasi SIPP
Pemberitahuan pengembalian C)g______M k Ap . 4
1 sisa panjar perkara iu_rléu Jurnal 20 menit | Laporan 1
Aplikasi SIPP Pencatatan
) Meneliti jurnal keuangan Buku Jurnal 15 menit | pemberitahuan
perkara Perincian biaya pengembalian
Ya perkara sisa panjar
Membuat konsep surat Nominal sisa
3 | pemberitahuan sisa panjar panjar perkara 20 menit ﬁ:;s::ﬁgmzn
perkara ATK
Surat
Menandatangani surat ’;:;Sepl .Sul Rta " pemberitahuan
4 | pemberitahuan sisa panjar sisa panjar 15 menit| Sisa panjar
perkara ATK perkara sudah
di tandatangan
Resi
Mengirimkan surat Efj - pengiriman
: : : Buku ekspedisi 20 menit | Bukti
5 g?k:gttahuan sisa panjar ATK pengiriman
secara
elektronik
Surat
pemberitahuan Kwitansi
¢ |Menyerahkan/ membayarkan Cj sisa panjar perkara |15 menit | Pengembalian
sisa panjar perkara KTP sisa panjar
Surat kuasa (jika perkara
ada)
SIPP Sudah tercatat
7 Penf:atatan pengembalian sisa Ej Jurnal Keuangan 15 menit mf 1PP dan
panjar perkara Perkara K
ATK euangan
Perkara
Kwitansi Dokumen
Paisiirsionn Solexen pengembalian sisa pengembglian
5 | oeosntten siea pargsr db panjar perkara |15 menit | atau Bukl
perkara atau Bukti setor ke Kas
penyetoran ke Kas Negara sudah
Negara diarsipkan

PENJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN

*1 Maksimal 5 hari setelah minutasi




